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ABSTRACT

Study on conflict management of bulls (Bos javanicus d'Alton 1823) conservation and community in Mern Betiri
National Park (MBNP) and Alas Purwo National Park (APNP) East Java were conducted on December 2009 to December
2011. The aines of study was to identify stakeholder who have conflict with bulls conservation. The main aim of the study to formulate
conservation of bulls by using collaborative management as a solution management of bulls conflict. The methods of study were using
stakeholder grid, hierarchy process (AHP) and SWOT analysis. The result showed that the main stakebolders who have interested on
bulls management in Meru Betiri National Park (MBNP) and Alas Purwo National Park (APNP) were plantation company,
Perum Perhutani, community around national park, NGO KAIL and national park management. The model of bulls ~conflict
management solution was co-management by develop programe, and activity of conflict management type through bhabitat management
(instructive), captive breeding (cooperative), ecotourism (advocacy) and development of medicine and fruits tree (coogperative).
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ABSTRAK

Penclitian manajemen konflik banteng dengan masyarakat sekitar Taman Nasional Meru Betiri (TNMB)
dan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) telah dilakukan pada bulan Desember 2009 sampai Desember 2011.
Tujuan penelitian untuk memformulasikan manajemen konservasi banteng secara kolaboratif. Untuk
mengetahui pengaruh dan kepentingan para pihak dilakukan analisis szakebolder melalui wawancara dengan para
pihak terkait konflik yaitu Perum Perhutani, Perkebunan Bandealit, Balai Taman Nasional Meru Betiri (BTMB),
Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dan masyarakat. Teknik AHP dipakai untuk menilai persepsi pakar,
analisis SWOT digunakan dalam penentuan strategi untuk implementasi program kegiatan dan analisis tingkat co-
management. Stakebolders yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan TN dan banteng
adalah BTNMB, LSM KAIL, masyarakat dan Perkebunan Bandealit, sedangkan di TNAP yaitu BTNAP, LSM
binaan KAIL, masyarakat dan Perum Perhutani. Stakebolder tidak terkait konflik, tetapi dapat berkontribusi
dalam pengelolaan kolaboratif konservasi banteng yaitu Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB), Dinas
Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Dinas Pariwisata. Hasil analisis menunjukkan prioritas
program yang dapat dikolaborasikan dalam konservasi bantengadalah peningkatan kualitas habitat (instruktif),
pengembangan penangkaran (kooperatif), pengembangan ekowisata (advokatif), pengembangan tanaman obat
dan buah (kooperatif).

Kata kunci: Meru Betiri-Alas Purwo, banteng, konflik, masyarakat, ko-manajemen
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I. PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan konservasi, termasuk
taman nasional seringkali memicu terjadinya
konflik dengan masyarakat. Konflik terjadi
terutama karena keterbatasan masyarakat dalam
hal pemilikan lahan atau adanya satwaliar yang
keluar dari kawasan konservasi ke lahan
masyarakat seperti terjadi di sekitar Taman
Nasional (TN) Way Kambas, TN Gunung Leuser,
TN Tesso Nilo dan TN Bukit Barisan Selatan
(Alikodra, 2012).

Indikasi adanya konflik satwaliar khususnya
banteng terjadi di Taman Nasional Meru Betiri
(TNMB) dan Taman Nasional Alas Purwo
(TNAP). Konflik dipicu oleh keluarnya banteng
dari kawasan TN masuk ke areal perkebunan
Bandealit di TNMB dan kawasan Perum Per-
hutani di TNAP, merusak tanaman pada kedua
lokasi tersebut. Keluarnya banteng dari TN karena
sumber pakan di dalam kawasan tidak memenuhi
kebutuhan banteng baik secara kualitas maupun
kuantitas (Garsetiasih e al, 2012). Keluarnya
banteng mengganggu tanaman masyarakat dan
menyebabkan konflik yang diindikasikan dengan
peningkatan perburuan.

Konflik satwaliar banteng dan masyarakat di
TNMB dan TNAP mulai memuncak sejak tahun
2003. Dalam kurun waktu tujuh tahun ditemukan
11 kasus kematian banteng di lokasi Perum
Perhutani yang berbatasan dengan TNAP yaitu di
blok Sumbergedang, blok Kepuhngantuk dan di
Dusun Kuterejo Desa Kalipait (Murdyatmaka,
2008). Di kawasan yang berbatasan dengan areal
perkebunan Bandealit wilayah kerja Seksi Ambulu
TNMB dalam kurun waktu empat tahun
ditemukan enam kasus kematian banteng karena
perburuan.

Konflik merupakan suatu perwujudan
perbedaan cara pandang antara berbagai pihak
terhadap obyek yang sama (Wulan ez @/, 2004).
Konflik antara manusia dan satwaliar terjadi
akibat sejumlah interaksi negatif baik langsung
maupun tidak langsung antara manusia dengan
satwaliar, dalam hal ini yang bertanggung jawab
adalah pengelola satwaliar.

Hingga saat ini konflik dalam konservasi
banteng belum dapat diselesaikan secara tepat, hal
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ini dimungkinkan karena pengelolaan banteng
masih sentralistik oleh Balai TN mulai dari
perencanaan sampai evaluasi tanpa melibatkan
stakeholders yang berkepentingan lainnya. Selain itu
arah kebijakan pengelolaan masih pada aspek
perlindungan belum mempertimbangkan
kepentingan masyarakat. Penelitian bertujuan
untuk memformulasikan strategi konservasi
banteng di TN dengan melibatkan para pihak
(stakeholders) yang terkait konflik dan ber-
kepentingan dengan pendekatan kolaboratif.

II. METODE PENELITIAN

A. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan di TN Meru Betiri
(TNMB) dan TN Alas Purwo (TNAP) dan desa
sekitarnya, mulai tahun 2009 sampai Desember
2011.Untuk mengetahui pengaruh dan kepen-
tingan stakeholders yang berhubungan dengan
konflik konservasi banteng dilakukan wawancara
melalui pengisian kuisioner yang telah disusun
secara terstruktur (pertanyaan tersusun dan
berurutan) dengan titik berat pada pengelolaan
TN dan konservasi banteng, Pemilihan responden
ditentukan secara purposive sampling dimana
responden telah ditetapkan sebelumnya sesuai
dengan obyek penelitian. Responden dimaksud
adalah kelompok masyarakat yang terkena
dampak konflik banteng danresponden yang
mewakili lembaga terkait pengelolan banteng,
yaitu Kepala Balai TN, Ketua Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), Manajer Perkebunan
Bandealit, serta Kepala Kesatuan Pengelolaan
Hutan (KPH) Perum Perhutani. Wawancara juga
dilakukan dengan tokoh masyarakat yang tahu
sejarah kawasan dan banteng serta Kepala Desa
sebagai wakil lembaga desa setempat.

Persepsi para pakar konservasi dikaji melalui
wawancara dan pengisian kuisioner dengan
menggunakan metode Analitycal Hierarchy Process
(AHP). Metode ini digunakan untuk menentukan
dan merumuskan urutan prioritas faktor, aktor
dan program kegiatan yang didapatkan dari hasil
penelitian di lapang dalam merumuskan
manejemen konflik konservasi banteng dan
masyarakat yang akan dibangun (Saaty, 1993).



Analisis SWO'T dilakukan untuk menentukan
strategi implementasi program pengembangan
kegiatan yang menjadi pilihan atau prioritas dalam
pengelolaan kolaborasi (Rangkuti, 2006) dan
analisis untuk menentukan tingkat/bentuk co-
managenient.

B. Analisis Data

1. Identifikasi dan Pemetaan Stakeholders

Untuk mengetahui pengaruh dan kepen-
tingan stakeholders, dilakukan analisis terhadap hasil
identifikasi aktivitas stakebolders kunci atau stakehol-
ders terkait konflik, serta melakukan penilaian ter-
hadap peran dan tingkat pengaruh dalam pengelo-
laan banteng. Analisis dilakukan untuk mengeta-
hui kepentingan, peran dan tanggung jawab
stakeholders dalam hubungannya dengan aktivitas
konservasi banteng yang direncanakan, identifi-
kasi sumber masalah, melakukan identifikasi kon-
flik kepentingan, mengidentifikasi hubungan yang
akan dibangun antar stakeholders dan mengusaha-
kan kerjasama yang saling meng-untungkan.

Alat analisis yang digunakan adalah stake-
holders grid dengan perangkat lunak Microsoft Excel
XLSTAT 7.1. (Reed et al, 2009). Stakeholders
dikategorikan menurut tingkat kepentingan dan
pengaruh terhadap isu yang dihadapi .

Data jawaban terhadap tingkat kepentingan
dan pengaruh masing-masing stakeholders dike-
lompokkan menurut jenis indikatornya dengan
menggunakan pendekatan Reed ez /. (2009) dalam
bentuk empat kuadran (Tabel 1). Posisi dalam
kuadran menggambarkan posisi dan peranan
masing-masing stakeholders dalam pengelolaan
banteng yaitu: 1) Subject (kepentingan tinggi tetapi
pengaruh rendah); 2) Key p/ayers (kepentingan dan
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pengaruh tinggi); 3) Crowd (kepentingan dan
pengaruh rendah); 4) Context setters (kepentingan
rendah tetapi pengaruh tinggi).

2. AHP (Analytical Hierarchy Process)

Apnalytical Hierarchy Process digunakan sebagai
tindak lanjut dan proses penetapan urutan
prioritas kebijakan dalam pengelolaan kolaboratif
banteng. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
analisis (Saaty, 1993) adalah: 1) Penyusunan
hierarki, untuk menguraikan persoalan menjadi
unsur-unsur dalam wujud kriteria dan alternatif
yang disusun dalam bentuk hierarki; 2) Penyu-
sunan kriteria, digunakan untuk membuat kepu-
tusan yang dilengkapi dengan uraian sub-kriteria
dan bentuk alternatif yang terkait masing-masing
kriteria tersebut untuk dipilih sebagai keputusan
tercantum pada tingkatan paling bawah; 3) Penila-
ian kriteria dan alternatif, untuk melihat pengaruh
strategi terhadap pencapaian sasaran yang dinilai
melalui perbandingan berpasangan. Nilai dan
definisi pendapat kualitatif berdasarkan skala
perbandingan (Saaty, 1993), sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 2; 4) Penentuan prioritas,
menggunakan teknik perbandingan berpasangan
(pairwise comparisons) untuk setiap kriteria dan
alternatif. Nilai-nilai perbandingan relatif tersebut
diolah dengan menggunakan bantuan perangkat
lunak Expert Choice untuk menentukan peringkat
relatif dari seluruh alternatif yang ada. Selanjutnya
dilakukan perhitungan untuk melihat konsistensi
penilaian dengan menggunakan penghitungan
Consistency Ratio yaitu: CR = CI: RI, dimana CI = (r
—n)/ (n -1); n: banyak alternatif. Nilai RI yaitu
indeks random yang dikeluarkan oleh OAR-
KRIDGE Laboratory.

Tabel 1. Matriks resultante posisi stakeholders dalam kuadran
Table 1. Resultant matrix of stakeholders posisition in the guadrant

Pengaruh Rendah (Low influence)

Pengaruh Tinggi (Heigh influence)

Kepentingan Tinggi  Kelompok stakebolders yang penting namun perlu  Kelompok stakeholders yang paling kritis
(Heighinteresting) pemberdayaan (Kuadran II — Keyplayers)

(Kuadran I — Subject)
Kepentingan Rendah  Kelompok stakeholders yang paling rendah Kelompok stakeholders penting dalam
(Low interesting) kepentingannya perumusan keputusan dan opini

(Kuadran III — Crowd)

(Kuadran IV- Context setters)

Sumber (Source): Reed et al. (2009)
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3. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportu-
nity, Threat) dilakukan untuk menentukan strategi
dalam implementasi program kegiatan. Agar
keputusan yang diperoleh lebih tepat (Marimin,
2004) dilakukan tahap pengambilan data untuk
evaluasi faktor eksternal dan internal.

Tahap pengambilan data untuk mengetahui
faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan,
peluang dan ancaman dilakukan dengan wawan-
cara dan analisis secara kuantitatif,sehingga dike-
tahui posisi berada pada kuadran mana, dan
strategi yang dipilih merupakan strategi yang
paling tepat karena sesuai dengan kondisi internal
dan eksternal yang dimiliki. Posisi dikelompok-
kan dalam empat kuadran, yaitu kuadran I, II, III
dan IV (Tabel 3). Pada kuadran I strategi yang
sesual ialah strategi agresif, kuadran II strategi
diversifikasi, kuadran 111 zrn around dan kuadran
IV strategi defensif.

ITI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh dan Kepentingan Stakeholders
terhadap Konservasi Taman Nasional dan
Banteng

1. Pemetaan Stakeholders di TNAP

Hasil pemetaan pengaruh dan kepentingan
stakeholders terhadap konservasi banteng ditun-
jukkan dalam matrik resultante (Gambar 1) terdiri
atas empat kuadran menggambarkan sebaran
posisi masing-masing stakeholders yang ber-
hubungan dengan pengelolaan kawasan TN dan
banteng.

Stakeholders terkait dalam pengelolaan TN
khususnya konservasi banteng di TN Alas Purwo
(TNAP) adalah Perum Perhutani, LSM binaan
KAIL (Konservasi Alam Indonesia Lestari),
masyarakat sekitar kawasan khususnya desa
Kalipait dan Balai TNAP sebagai penanggung
jawab pengelolaan TNAP.

Tabel 2. Skala perbandingan nilai dan definisi pendapat kualitatif
Table 2. Value comparing scale and definition of qualitative opinion

Nilai (Value)

Keterangan (Noze)

1 A sama penting dengan B
3 A sedikit lebih penting dari B
5 A jelas lebih penting dari B
7 A sangat jelas lebih penting dari B
9 A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Sumber (Source) : Saaty (1993).

Tabel 3. Matrik SWO'T dan Strateginya
Table 3. SWOT matrix and the Strategy

Kekuatan
(Strength) (S)

Internal Factor/External
Factor

Kelemahan

(Weakness) (W)

Peluang (Opportunity) (O) Strategi SO

Menciptakan strategi yang menggunakan
strength untuk memanfaatkan opportunity.
Digunakan jika berada pada kuadran I

Strategi WO

Menciptakan strategi yang meminimalkan
weafkness untuk memanfaatkan gpportunity.
Digunakan jika berada pada kuadran II

Ancaman (Threal) (T) Strategi ST

Menciptakan strategi yang menggunakan
strength untk mengatasi threat. Digunakan
jika berada pada kuadran 11

Strategi WT

Menciptakan strategi yanng meminimalkan
weakness dan menghindari shreatDigunakan
jika berada pada kuadran IV

Sumber (Source): Marimin (2004)

216



2E, ] AA=TQeA] K. B 1 &

mwer ) {7 (o8 wy 2Ema, )
25 |
| UPTTN AP
| L
20 ! PERHUTANI
K |
E MASYARAKAT | =
P |
E 15 o t
N 0 0 O
L I e e B =
| | A
g F sm
G |
A |
N 5 }
|
|
0 |
0 5 10 15 20 25
PENGARUH

Sumber (Source) : Data primer (Primary data), 2011

Gambar 1. Matrik resultante analisis stakeholders di TNAP.
Figurel. (Resultant matrix of stakeholders analysis in APNP).

Perum Perhutani terkait dalam pengelolaan
TN karena arealnya berbatasan langsung dengan
TNAP (Gambar 2), dan adanya permasalahan di
bekas zona penyangga TN yang dikelola oleh
Perum Perhutani berupa hutan jati tahun tanam
1954 seluas 1.309 ha. Bekas zona penyangga

.
oy
T

merupakan koridor banteng untuk mencari pakan
dan minum di kawasan hutan produksi khususnya
di blok Sumber Gedang dan blok Gunting yang
menyebabkan tanaman mahoni kelas umur 0-5
tahun rusak dan mati karena kulit batangnya
dimakan banteng,

-

\
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Sumber (Source): Murdyatmaka (2008)
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Gambar 2.Areal Perum Perhutani (HP) yang berbatasan langsung dengan TN Alas Purwo.
Figure 2. Perum Perbutani area that directly bordering with Alas Purwo National Park.
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Stakeholders terkait lain yaitu masyarakat Desa
Kalipait yang melakukan tumpangsari di kawasan
bekas penyangga dan kawasan hutan produksi
Perum Perhutani. Masyarakat mengalami kerugi-
an karena tanamannya dimakan banteng sehingga
produksi panennya menurun.Gangguan tersebut
menyebabkan persepsi terhadap banteng menjadi
negatif. Masyarakat mempunyai kepentingan yang
tinggi terhadap SDA TN tetapi pengaruhnya
rendah. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
KAIL, merupakan stakeholder yang berperan
dalam proses pendampingan pemberdayaan
masyarakat khususnya masyarakat petani pesang-
gem di kawasan bekas penyangga TN. LSM KAIL
mempunyai pengaruh terhadap konservasi
banteng karena bergerak di bidang konservasi
sumber daya alam TN dan advokasi masyarakat.

2. Peran Stakebolders di TNAP

Berdasarkan ilustrasi tersebut kemudian
disusun suatu mekanisme yang dapat dilakukan
oleh masing-masing stakeholders seperti peranan
dan peluang-peluang berdasarkan posisinya. Pada
Gambar 1 terlihat bahwa posisi kuadran II
(keyplayer) merupakan kelompok yang paling kritis
karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang
tinggi. Kuadran II ditempati oleh UPT TNAP dan
Perum Perhutani. Posisi kuadran II menunjukkan
bahwa stakeholders tersebut memiliki kepentingan
dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan
TN dan banteng. Balai TNAP memiliki kepen-
tingan karena mempunyai kewenangan dan
tanggung jawab dalam menjalankan program
kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu
melaksanakan pengelolaan ekosistem kawasan
TN dalam rangka konservasi sumber daya alam
hayati dan eckosistemnya. Balai TNAP memiliki
pengaruh dan peran dalam membuat kebijakan
dan berinisiatif dalam perencanaan dan melak-
sanakan program kegiatan konservasi banteng
serta melakukan intermediasi dengan stakeholders
terkaitlainnya.

Perum Perhutani mempunyai kepentingan
dan pengaruh yang tinggi, karena berhubungan
dengan belum selesainya status kawasan bekas
penyangga yang diakui oleh Perum Perhutani
sebagai bagian dari hutan produksinya. Kepen-
tingannya adalah kawasan bekas penyangga harus
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ditebang jatinya sebelum dikembalikan ke TN,
karena kawasannya merupakan hutan produksi
yang mereka tanam sejak tahun 1964 dan
berbarengan dengan SK Menteri Kehutanan No
283/Kpts-11/1992 tentang penetapan kawasan
TNAP. Di sisi lain Perum Perhutani sebagai
BUMN Kementerian Kehutanan harus ber-
kontribusi dalam konservasi banteng. Perum
Perhutani mempunyai pengaruh terhadap
konservasi banteng karena arealnya yaitu blok
Sumber Gedang merupakan wilayah jelajah
banteng yang berfungsi sebagai habitat pakan dan
minum. Perum Perhutani sebagai BUMN
Kementerian Kehutanan dapat berperan dalam
melaksanakan kebijakan kehutanan untuk
kelestarian lingkungan termasuk TN dan banteng
melalui pengelolaan kawasan hutannya yang
mempertimbangkan kebutuhan banteng,

Stakeholders dalam kuadran IV (context setter)
yaitu LSM KAIL. LSM ini dapat memainkan
perannya dalam intermediasi, penyebaran
informasi dan mengadvokasi hak-hak masyarakat
sekitar kawasan. Informasi teknik penanaman,
pemilihan jenis dan penyediaan bibit serta pema-
saran hasil yang dapat menunjang peningkatan
kesejahteraan petani.

Masyarakat sekitar kawasan berada pada
kuadran I (subjects). Masyarakat memiliki kepen-
tingan terhadap sumber daya TN, khususnya di
kawasan bekas penyangga dimana mereka
berkegiatan sebagai petani pesanggem. Masya-
rakat mempunyai kepentingan tinggi tetapi
pengaruhnya rendah karena tidak dilibatkan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan
TN, aspirasi masyarakat tidak tertampung dan
kurang diberdayakan. Masyarakat berminat
memanfatkan banteng melalui pemanfaatan
semennya untuk meningkatkan kualitas sapi bali
melalui Inseminasi Buatan (IB). Motivasi
masyarakat terhadap kawasan TN dan banteng
adalah ingin meningkatkan kesejahteraan sosial
ekonominya melalui kegiatan pengembangan
tanaman buah dan obat serta tanaman tum-
pangsari di kawasan bekas penyangga seperti yang
dilakukan selama ini. Penanaman pohon buah-
buahan, pohon obat dan biji-bijian untuk meng-
antisipasi jika masa sebagai pesanggem selesai,
masyarakat masih bisa mendapatkan manfaat dari
hasil tanaman tersebut.
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Gambar 3. Matrik resultante analisis stakeholders di TNMB.
Figure 3. Resultant matrix of stakeholder analysis in MBNP.

3. Pemetaan Stakeholders di TNMB

Hasil pemetaan stakeholders terhadap penga-
ruh dan kepentingan dapat dilihat dalam matrik
resultante Gambar 3. Berdasarkan identifikasi
stakeholders di TN Meru Betiri (TNMB) diketahui
bahwa stakeholders terkait dalam konservasi
banteng hampir sama dengan di TNAP. Posisi
yang membedakan adalah LSMKAIL berada pada
kuadran yang sama dengan Balai TNMB yaitu
pada kuadran I1, sedangkan Perkebunan Bandealit
ada pada kuadran I'V. Masyarakat sekitar kawasan
khususnya Desa Andongrejo dan Desa Curah-
nongko, tetap ada pada posisi kuadran I sama
dengan posisi Di TNAP.

Dalam kawasan TNMB terdapat dua enclave
yaitu perkebunan seluas 2.115 ha, Perkebunan
Bandealit dengan luas 1.057 ha dan Perkebunan
Sukamade Baru dengan luas 1.058 ha. Perkebunan
Bandealit statusnya sebagai zona penyangga
schingga pengelolaannya sangat berhubungan
dengan pengelolaan TN dan areal perkebunan
tersebut menjadi habitat yang disukai banteng.
Sejak tahun 2003 banteng menjadikan areal

Perkebunan Bandealit sebagai habitat yang
permanen, mulai dari aktivitas makan sampai
aktivitas kawin dilakukan di areal perkebunan,
akibatnya perkebunan mengalami kerusakan dan
kerugian yang dalam empat tahun terakhir
mencapal Rp 8 miliar (berdasarkan wawancara
dengan manajer perkebunan). Untuk menghindari
gangguan banteng Perusahaan Perkebunan
Bandealit melakukan pemagaran menggunakan
kawat duri di lokasi persemaian Kebun Pantai.
Tindakan tersebut menjadi masalah karena ada
indikasi pemagaran menyebabkan luka pada
banteng, sehingga BTNMB membuka pagar dan
pengelola perkebunan merasa dirugikan, karena
areal persemaiannya dirusak banteng. Kejadian
tersebut masuk dalam kategori konflik terbuka.
Konflik terbuka adalah yang berakar dalam dan
sangat nyata, sehingga memerlukan berbagai
tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan
berbagai efeknya (Fisher ezal., 2001).
Berdasarkan hasil analisis stakebolders
diketahui Perkebunan Bandealit mempunyai
kepentingan rendah terhadap kelestarian banteng
karena kepentingan utama perusahaan adalah
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mendapatkan penghasilan dari produksi
perkebunan. Perkebunan mempunyai pengaruh
yang besar karena arealnya dimanfaatkan oleh
banteng dari mulai aktivitas makan sampai kawin.
Selain itu perusahaan perkebunan mempunyai
pengaruh dalam merubah persepsi masyarakat
terhadap banteng yang dapat dijadikan modal
untuk propaganda konservasi banteng, sehingga
Perkebunan Bandealit perlu dilibatkan dalam
perencanaan program TNMB untuk sinkronisasi
program kegiatan konservasi banteng,

Stakeholders lain yaitu masyarakat Desa
Andongrejo dan Curah Nongko yang letak
desanya berbatasan langsung dengan kawasan
TNMB, sebagian besar masyarakat kedua desa
tersebut adalah petani pesanggem di kawasan
zona rehabilitasi TN dan di areal Perkebunan
Bandealit sebagai buruh perkebunan. Masyarakat
mempunyai kepentingan sebagai pemelihara
sekaligus pemanfaat TN dan banteng tetapi tidak
mempunyai pengaruh dalam pengambilan
keputusan kebijakan pengelolaan sehingga
aspirasi masyarakat perlu diakomodir dalam
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penge-
lolaan kawasan dan banteng. Kepentingan
sebagian masyarakat sudah diakomodir melalui
kegiatan agroforestry di zona rehabilitasi TN tetapi
belum optimal.

4. Peran Stakebolders di TNMB

Berdasarkan hasil pemetaan stakeholder, UPT
BTNMB dan LSM KAIL berada pada posisi
kuadran II yaitu berperan sebagai keyplayer, LSM
perannya sejalan dengan TNMB tetapi tidak
punya peran dalam pengelolaan banteng, LSM
KAIL berperan dalam pembinaan dan pem-
berdayaan masyarakat khususnya kegiatan
rehabilitasi sejak tahun 2001 dalam implementasi
praktek konservasi berbasis masyarakat yang
diwujudkan dalam program rehabilitasi tanaman
Multipurpose tree species (MPTS). LSM berkepen-
tingan dalam terbangunnya sosial budaya
masyarakat sebagai kapital sosial untuk mem-
bangun budaya kehutanan yang memiliki nilai
korvergensi dengan pelestarian dan terciptanya
daya dukung lingkungan yang berkualitas.
Kontribusi LSM dalam zona rehabilitasi selama ini
membantu masyarakat dalam meningkatkan
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pengetahuan pengembangan tanaman multi
purpose tree species (MPTS) mulai dari pemilihan
jenis, pengolahan dan pemasaran. Selain itu LSM
mempunyai arti strategis sebagai jembatan aspirasi
masyarakat untuk diakomodir dalam pembuatan
keputusan pengelolaan zona rehabilitasi.

Hasil pemetaan stakeholders, LSM di TNMB
berada pada kuadran II (keyplayer) yaitu satu posisi
dengan BTNMB, sedangkan di TNAP LSM
berada pada kuadran III (context setter). Hal ini
dimungkinkan karena peran LSM KAIL di
TNMB sudah berjalan cukup lama dan intensif
sehingga program kegiatannya sudah sinkron
dengan program kegiatan BTNMB.Di lain pihak
di TNAP peran LSM belum optimal dan masya-
rakat masih membutuhkan dukungan LSM dalam
mengadvokasi kepentingannya.

Posisi context setter di TNMB ditempati
Perkebunan Bandealit. Perkebunan Bandealit
masuk dalam stakeholders yang mempunyai
kepentingan rendah terhadap kelestarian banteng
karena kepentingan utama perusahaan adalah
mendapatkan keuntungan dari hasil produksi
perkebunan. Di pihak lain perkebunan mem-
punyai tingkat pengaruh yang besar karena
arealnya dimanfaatkan banteng dari mulai
aktivitas makan sampai kawin. Peran perkebunan
sebagai context setter dapat dijadikan modal untuk
mempropaganda masyarakat khususnya karyawan
perkebunan sehingga persepsi masyarakat ter-
hadap konservasi banteng menjadi positif. Selain
itu perkebunan harus membantu TN dalam
perbaikan lingkungan khususnya habitat pakan
banteng, dan dilibatkan dalam pengelolaan ban-
teng sebagai obyek wisata yang dipadukan dengan
agrowisata yang dikembangkan perusahaan per-
kebunan. Untuk sinkronisasi program kegiatan
dalam upaya konservasi banteng, Perkebunan
Bandealit yang mempunyai pengaruh tinggi dalam
pemetaan stakeholderdapat dilibatkan mulai dari
perencanaan sampai implementasi program
kegiatan pengelolaan banteng. Tingkat pengaruh
tinggl mengindikasikan kemampuan stakeholders
untuk memengaruhi berhasilnya suatu pengelola-
an (Hermawan ez al., 2005)

Kuadran I (subyek) ditempati masyarakat
yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan
tingei namun pengaruhnya rendah sehingga perlu
pemberdayaan dalam pengelolaan TN dan



banteng dengan melibatkannya dalam pengam-
bilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan penge-
lolaan. Tingkat kepentingan berkaitan dengan
dampak yang akan diterima oleh stakeholders,
semakin besar dampak yang diterima oleh stakehol-
ders, maka semakin tinggi tingkat kepentingannya
(Hermawan ez al, 2005). Motivasi utama
masyarakat sekitar kawasan TNMB vyaitu ingin
meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
melalui kegiatan bertani di zona rehabilitasi dan
memanfaatkan hasil tanaman utama dengan
memanfaatkan tanaman buah dan tanaman obat.
Kepentingan masyarakat perlu diakomodir untuk
meminimalkan gangguan masyarakat terhadap
kawasan khususnya perburuan satwa dan pene-
bangan kayu. Untuk meminimalisir gangguan
banteng di areal perkebunan, masyarakat meng-
inginkan pengelola TNMB menyediakan padang
perumputan (feeding ground) yang mencukupi kebu-
tuhan banteng,
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B. Manajemen Kolaborasi dalam Upaya
Konservasi Banteng

1. Prioritas Kegiatan dan Bentuk Pengelo-
laan Kolaborasi Banteng

Penentuan prioritas kegiatan dan tipe
kolaborast dipilih oleh stakeholders dan para pakar
konservasi, yaitu pakar konservasi jenis dan
konservasi kawasan. Dari hasil analisis diketahui
struktur hierarki dengan bobot kepentingan yang
menunjukkan prioritas program kegiatan dan
tipe/bentuk kolaborasi yang dipilih dalam
konservasi banteng (Gambar4).

Pada Gambar 4 diketahui bahwa prioritas
aktor yang berperan penting dalam pelaksanaan
program konservasi banteng di TNAP secara
berturut-turut yaitu Balai TNAP (67,90%),
masyarakat (11,90%), Perum Perhutani (10,20%)
dan LSM (9,90%). Balai TNAP menjadi yang
utama karena sesuai dengan keadaan di lapangan
bahwa dalam pengelolaan banteng peran Balai

Fokus Co-Management
v v v
Faktor Sosial Ekonomi Ekologi
0,180 0,191 0,629
Aktor Balai Petrhutani LSM Masyarakat
TNAPO, 679 0,102 0,099 0,119
| | | |
v v v v
Alternatif Pengembangan| | Pengembangan | [Pengembangan Peningkatan
Program ekowisata tanaman penangkaran kualitas habitat
obat/buah banteng banteng
0,225 0,117 0,243 0,415
| | | |
v v v v v
Bentuk Instruktif Konsultatif Kooperatif Advokatif Informatif
Kolaborasi 0,255 0,210 0,209 0,215 0,110

Sumber (Source) : Modifikasi dari Saaty (1993) dan Data primer (Primary data), 2011

Gambar 4.Struktur hierarkico-managementkonservasi banteng di TNAP
Figure 4. Hierarchy Structure of co-management on bulls conservation in TINAP
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TNAP adalah yang paling dominan (instruktif),
sedangkan stakeholders lainnya belum dilibatkan
secara langsung karena belum dilakukan kerja
sama antar stakeholders. Dalam kenyataannya
Perum Perhutani sebagai pemangku pengelola
hutan produksi sebagian kawasannya digunakan
sebagai daerah jelajah banteng, tetapi Perum
Perhutani belum dilibatkan dalam perencanaan
kebijakan pengelolaan TN dan banteng. Dalam
upaya konservasi banteng secara kolaboratif, Balai
TNAP harus mulai berbagi peran dan
kewenangan dengan stakeholders terkait konservasi
banteng. Peran BTN yang dominan disebabkan
oleh fungsi dan otoritas regulasi formal yang
hanya dapat diperankan oleh pihak pemerintah
(BTN). Nikjjuluw (2002) menyatakan bahwa
pengelolaan secara instruktif oleh pemerintah
sangat berperan dalam banyak hal, sedangkan
masyarakat hanya menerima apa yang direncana-
kan dan diatur oleh pemerintah.

Faktor yang penting dipertimbangkan dalam
pengelolaan kolaboratif konservasi banteng yaitu
faktor ekologi, faktor ekonomi dan faktor sosial.
Dari analisis dapat dilihat bahwa dalam penge-
lolaan banteng secara kolaboratif faktor ekologi
akan merupakan faktor yang paling penting diper-
hatikan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama
pengelolaan kolaboratif salah satu elemen pen-
tingnya yaitu mempertahankan keberlanjutan
pengelolaan sumber daya (Claridge dan O
Callaghan, 1995). Namun dalam pengelolaan
sumber daya alam, faktor ekonomi harus diper-
timbangkan mengingat adanya kebutuhan eko-
nomi masyarakat sekitar kawasan. Jika masyarakat
sekitar kawasan sejahtera, maka diharapkan gang-
guan terhadap eckosistem dan sumber daya
kawasan juga dapat ditekan. MacKinnon et al,
(1993) menyatakan bahwa keberhasilan penge-
lolaan kawasan yang dilindungi banyak ber-
gantung pada kadar dukungan dan penghargaan
yang diberikan kepada kawasan yang dilindungi
oleh masyarakat sekitarnya. Jika kawasan yang
dilindungi dipandang sebagai penghalang,
masyarakat dapat menjadi faktor penyebab
kegagalan pelestarian. Tetapi jika pelestarian
dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat,
masyarakat akan bekerjasama dengan pengelola
dalam melindungi kawasan.
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Pada level alternatif kegiatan kolaboratif
yang dapat meminimalisir konflik berdasarkan
urutan prioritas adalah peningkatan kualitas
habitat banteng, pengembangan penangkaran
banteng, pengembangan ckowisata dan pengem-
bangan tanaman obat dan buah. Peningkatan
kualitas habitat banteng merupakan pilihan yang
sesuai dengan keadaan di lapang. Berdasarkan
hasil pengukuran potensi habitat pakan diketahui
padang perumputan dalam kawasan TN tidak
mencukupi kebutuhan banteng baik secara
kualitas maupun kuantitas (Garsetiasth dan
Heriyanto, 2014). Hal ini yang menyebabkan
banteng keluar dari kawasan memakan tanaman
masyarakat berupa jagung, padi dan kacang
kedelai serta tanaman mahoni Perum Perhutani.

Pengembangan penangkaran banteng seba-
gal prioritas kedua perlu dipertimbangkan ter-
utama pemanfaatan semennyauntuk peningkatan
genetik sapi Bali melalui inseminasi buatan,
sehingga salah satu tujuan konservasi vyaitu
pemanfaatan plasma nuftah dapat diwujudkan.
Pengembangan tanaman obat dan buah perlu
ditingkatkan karena masyarakat sekitar kawasan
umumnya sudah mengembangkan tanaman
tersebut pada kawasan bekas penyangga TNAP.

Analisis AHP terhadap tiap alternatif kegiat-
an diketahui tingkat/ tipe co-management untuk tiap
program kegiatan yaitu pengembangan habitat
dengan tipe kolaborasi instruktif (35,1%),
pengembangan penangkaran banteng kolaborasi
kooperatif (25,2%), pengembangan eckowisata
pendampingan (34,2%), pengembangan tanaman
obat dan buah tipe kolaborasi kooperatif (36,2%).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perum
Perhutani dan masyarakat yang berkepentingan
tinggi, khususnya di kawasan bekas penyangga
tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan
keputusan kebijakan TNAP. Kepentingan Perum
Perhutani pada pengelolaan kawasan bekas
penyangga seluas 1.309 ha, karena kawasan
tersebut sudah menjadi hutan produksi jati sejak
tahun 1964. Perum Perhutani ingin meman-
faatkan kayu pada kawasan bekas penyangga
melalui penebangan dan penanaman kembali, hal
yang harus dipertimbangkan bahwa kawasan
bekas penyangga merupakan koridor habitat
banteng, sehingga dalam pemanfaatannya harus
mempertimbangkan kepentingan banteng,
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Fokus Co-Management
v Y v
Sosial Ekonomi Ekologi
Faktor 0,188 0,201 0,611
I |
v v v
Aktor Balai TNMB | | Perkebunan LSM Masyarakat
0,681 0,130 0,110 0,079
v v Y v
Alternatif Pengembangan | | Pengembangan Peningkatan
Program Wisata Tanaman Penangkaran Kualitas Habitat
obat/buah Banteng Banteng
0,203 0,159 0,235 0,404
Bentuk Instrukdf | | Konsultatif | | Kooperatif Advokatif Informatif
Kolaborasi 0,278 0,201 0,223 0,183 0,106

Sumber (Source): Modifikasi dari Saaty (1993) dan Data primer (Primary data), 2011

Gambar 5. Struktur hierarki co-management konservasi banteng di TNMB
Figure 5. Hierarchy structure of co management on bulls conservation in MBNP

2. Prioritas Kegiatan dan Bentuk Pengelola-
an Kolaborasi Banteng di TNMB

Struktur hierarki dan bobot kepentingan
dalam pengelolaan banteng secara kolaboratif di
TNMB disajikan dalam Gambar 5. Hasil AHP
menunjukkan bahwa prioritas aktor yang mem-
punyai tingkat peranan penting dalam konservasi
banteng yaitu Balai TNMB (68,10%), Perkebunan
Bandealit (13%), LSM (11%) dan masyarakat
(7,90%). Balai TN Meru Betiri menjadi aktor
prioritas, hal ini sesuai dengan tupoksinya yang
memegang mandat dalam pengelolaan TN.

Pada level alternatif program kegiatan di
TNMB, urutan prioritas secara berurutan yaitu
peningkatan kualitas habitat banteng, pengem-
bangan penangkaran banteng, pengembangan
ckowisata dan pengembangan tanaman obat dan
buah. Padang perumputan di kawasan TNMB
tidak dapat menampung populasi banteng dan
banteng memilih areal perkebunan untuk
melakukan aktivitas hariannya, sehingga perlu
dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas

padang penggembalaan. Peningkatan kualitas atau
pembinaan habitat padang penggembalaan akan
menstimulasi kehidupan banteng (Alikodra,
2010).

Bentuk/tipe co-management untuk masing-
masing alternatif program di TNMB menunjuk-
kan bahwa tipe co-management yang dipilih untuk
kegiatan peningkatan kualitas habitat adalah
instruktif (39,4%), pengembangan penangkaran
kooperatif (30,7%), pengembangan ekowisata
pendampingan (34,2%), dan pengembangan
tanaman obat dan buah kooperatif (30,7%).
Kegiatan peningkatan kualitas habitat sesuai
dengan PP No. 7 tahun 1999 bahwa pemerintah
dalam hal ini Balai TN bertanggung jawab dalam
melaksanakan pembinaan habitat dan populasi
jenis satwa dan tumbuhan dalam keadaan
seimbang dengan daya dukung habitat. Pelak-
sanaan kegiatannya dapat dikerjasamakan dengan
masyarakat (stakeholders), Peraturan Pemerintah
tersebut menyiratkan bahwa kegiatan pembinaan
habitat dapat dikolaborasikan.
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Pengelolaan kolaboratif adalah pembuatan
keputusan secara bersama antara pemerintah dan
masyarakat tentang satu atau lebih aspek-aspek
pemanfaatan sumber daya alam (Castro et al,
2001). Tipe pengelolaan kooperatif dalam
program kegiatan pengembangan penangkaran
banteng dan pengembangan tanaman obat dan
buah, pemerintah dapat berkontribusi dalam
bentuk dukungan legal terhadap aturan-aturan
yang ditetapkan dan disepakati bersama. Tipe
kooperatif merupakan bentuk pengelolaan kola-
boratif yang sesungguhnya dimana pemerintah
dan semua stakeholders yang berkepentingan
bekerja sama dalam hubungan kemitraan yang
sejajar dalam pembuatan keputusan, implemen-
tasi, pengawasan dan pemantauan (Suporahardjo,
2005; Nikijuluw, 2002).

Pengelolaan kolaboratif sudah diterapkan
dalam bidang perikanan, TN, kawasan dilindungi,
kehutanan, satwaliar, lokasi penggembalaan, dan
sumber daya air (Conley dan Moote, 2001).

Dalam kegiatan pengembangan ekowisata
bentuk/tipe yang dipilih yaitu pendampingan.
Pada tipe kolaborasi inikewenangan pemerintah
berkurang karena usul, ide, inovasi dan inisiasi
dalam pengambilan keputusan ada pada stakebol-
ders dan pemerintah menerima usulan yang diaju-
kan stakeholders, tetapi pemerintah tetap melaku-
kan pengawasan, pemantauan serta penegakan
hukum. Dalam pengelolaan sumber daya hutan
secara kolaboratif harus ada inisiatifdari masyara-
kat maupun dari pemerintah. Efektifitas penge-
lolaan secara kolaboratif akan meningkat jika
inisiatif datang dari pemerintah, karena
pemerintah mempunyai kapasitas dalam meng-
inisiasi stakeholders, dan masyarakat dilibatkan
secara aktif dalam seluruh proses kegiatan mulai
dari perencanaan sampai implementasi (Tadjudin,
2000). Hal tersebut diperkuat oleh McKinnon ez
al. (1993) yang menyatakan bahwa pengelolaan
kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat akan
tidak efektif.

Co-management didefinisikan sebagai pemba-
gian atau pendistribusian wewenang dan tanggung
jawab antara pemerintah dan stakebolders dalam
mengelola suatu sumber daya. Co-management tet-
diri dari beberapa tingkat/tipe kemitraan serta
derajat pembagian wewenang dan tanggung jawab
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antara pemerintah dan stakebolders (Sen dan
Nielsen, 1996 dalam Njaya, 2007). Bentuk/tipe co-
management mulai dari yang terendah sampai
tertinggi wewenang dan tanggung jawab dari
stakeholders yaitu : 1) Tingkat co-management instruk-
tif dimana ada sedikit pertukaran informasi antara
pemerintah dan stakeholders; 2) Tingkat konsultatif
ada mekanisme pemerintah untuk mengkonsul-
tasikan program dan kegiatan dengan stakeholders,
tetapl keputusan tetap berada di pemerintah; 3)
Tingkat kooperatif adalah bentuk pola kemitraan
yang sesungguhnya dimana pemerintah dan
stakeholders bekerjasama sebagai mitra yang setara
dalam pengambilan keputusan, 4) Tingkat advo-
kasi (pendampingan) yaitu stakebolders memberi
saran atau usul kepada pemerintah atas keputusan
yang akan diambil dan pemerintah dapat
menerimanya, dan 5) Tingkat informatif dimana
pemerintah telah memberikan wewenang dan
tangoung jawabnya kepada stakebolders dalam
pengambilan keputusan (Nikijuluw, 2002;
Suporahardjo, 2005; Sen dan Nielsen, 1996 dalan:
Njaya, 2007).

Berdasarkan derajat wewenang dan tanggung
jawab yang dimiliki, maka terbentuk rentang
hirarki co-management, mulai dari bentuk/tipe yang
paling rendah wewenangnya (instruktif) yaitu
dimana pemerintah hanya memberi tahukan atau
menginformasikan kepada masyarakat atau
stakeholders sebelum suatu peraturan pengelolaan
sumber daya dirumuskan dan dijalankan hingga
tingkat/tipe co-managementyang paling tinggi
wewenangnya (informatif) dimana masyarakat
atau stakeholders merancang, mengimplemen-
tasikan, dan menegakkan hukum dan peraturan
tentang pengelolaan sumber daya dan pemerintah
perannya hanya membantu (Nikijuluw, 2002;
Borrini-Feyerabend, 1990).

C. Strategi dalam Implementasi Program
Kegiatan

Prioritas program kegiatan yang dapat
dikolaborasikan dalam menyelesaikan konflik
konservasi banteng yaitu peningkatan kualitas
habitat, pengembangan penangkaran banteng,
pengembangan ekowisata banteng dan pengem-
bangan tanaman obat dan buah. Kolaborasi yang
akan dilakukan tidak hanya melibatkan szakeholders



terkait konflik, tetapi stakebolders tidak terkait
konflik juga perlu dilibatkan untuk menunjang
program kegiatan yang sudah ditentukan.
Stakeholders tidak terkait konflik dapat berkon-
tribusi dalam program kegiatan kolaborasi kon-
servasi banteng yaitu Dinas Kehutanan, Dinas
Pertanian dan Dinas Peternakan setempat, Dinas
Pariwisata dan Balai Besar Inseminasi Buatan
(BBIB).

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi fak-
tor-faktor strategis dalam mengimplementasikan
masing-masing program kegiatan dilakukan
analisis SWOT. Berdasarkan data dari hasil
pengamatan di lapangan dan diskusi dengan para
stakeholders diketahui faktor internal (kekuatan dan
kelemahan) serta faktor eksternal (peluang dan
ancaman) yang bersifat strategis dan dapat
memengaruhi pengelolaan kolaboratif konservasi
banteng.

Faktor-faktor strategis yang dapat meme-
ngaruhi pengelolaan kolaboratif konservasi ban-
teng pada empat program kegiatan yang dapat
diimplementasikan di TNAP dan TNMB
diringkas dalam matriks SWOT yang disajikan
pada Lampiran 1, 2, 3 dan 4. Berdasarkan matriks
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SWOT diketahui strategi dalam meng-

implementasikan program kegiatan konservasi

banteng tersebut terdapat empat alternatif

strategi, yaitu:

1. Strategi (SO): menggunakan kekuatan (S)
untuk memanfaatkan peluang (O)

2. Strategi (ST): menggunakan kekuatan (S) untuk
mengatasi hambatan (T)

3. Strategi (WO): mengatasi kelemahan (W)
untuk memanfaatkan peluang (O)

4. Strategi (WT): meminimumkan kelemahan (W)
dan menghindariancaman (T)

Strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT
untuk empat program kegiatan dalam pengelolaan
kolaboratif konservasi banteng dan stakeholders
terkait disajikan dalam Tabel 4.

Dari hasil analisis stakebolders, AHP dan
analisis SWOT di TNMB dan TNAP dihasilkan
matriks teknis kelembagaan co-management kon-
servasi banteng. Kepentingan stakeholders, fungsi
dan mekanisme serta aturan yang dibutuhkan

dalam kelembagaan co-management disajikan pada
Tabel 5.

Tabel 4. Program kegiatan, strategi, dan stakebolders dalam pengelolaan kolaboratif konservasi banteng
Table 4. Activity programme, strategy and stakeholders in colaborative management of bulls conservation

Program kegiatan
(Activity programmee)

Strategi (Strategy)

Para pihak(Stakeholders)

Strategi (ST)

1. Peningkatan kualitas 1.

habitat (Improving the 2.
quality of habitay

serta pengendalian znvasif species

Peningkatan perlindungan terhadap kawasan hutan
Melaksanakan kegiatan pembinaan dan perluasan habitat pakan

BTN, Perum Perhutani,
Perkebunan, masyarakat

3. Melaksanakan penyuluhan dan kegiatan perhutanan sosial di

zona pemanfaatan (rehabilitasi)

2. Pengembangan
penangkaran
(Breeding development)

Strategi (SO)

dan pemda

1. Melakukan kerjasama sesuai kewenangan yang ada pada
pemangku kawasan untuk mendapatkan dukungan sektor lain

BTN, Perkebunan, Perum
Perhutani, masyarakat,
BBIB, Dinas Peternakan

2. Memanfaatkan potensi SDA zona pemanfaatan, teknologi yang

ada serta potensi pasar

3. Mengembangkan penangkaran (pemanfaatan semen) yang

melibatkan masyarakat

3. Pengembangan

Strategi (WO)

ekowisata 1. Meningkatkan koordinasi
(Ecotonrism dan penyamaan persepsi antar stakeholders dan dukungan sektor
development) lain serta budaya dan kelembagaan masyarakat untuk

pengembangan ekowisata

BTN, Perum Perhutani,
Perkebunan, L.SM,
masyarakat, Dinas
Pariwisata

2. Meningkatkan ketersediaan dana dan sapras dengan
memanfaatkan dukungan sektor lain dan potensi pasar
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Tabel 4. Lanjutan
Table 4. Continued

Program kegiatan
(Activity programme)

Strategi (S#rategy)

Para pihak(Szakeholders)

4. Pengembangan
tanaman obat dan
buah (Develgpment of
medicinal plant and

Sfrui?)

Strategi (SO)
1. Pengembangan pemanfaatan potensi SDA dan didukung oleh
pasar, budaya, kelembagaan masyarakat serta dukungan sektor

lain di zona pemanfaatan

obat dan buah melalui teknologi dan SDM

BTN, LSM, masyarakat,

Kerjasama dengan sektor lain untuk pengembangan tanaman

Diversifikasi tanaman agroforestry dengan tanaman obat dan
buah potensial

Dinas Kehutanan dan
Pertanian

Sumber (Source): Data primer (Prinary data), 2011

Keterangan (Remarks):

(SO): menggunakan kekuatan (S) untuk memanfaatkan peluang (O)
(ST): menggunakan kekuatan (S) untuk mengatasi hambatan (T)

(WO): mengatasi kelemahan (W) untuk memanfaatkan peluang (O)
(WT): meminimumkan kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T)

Tabel 5. Matriks teknis pengelolaan dalam kelembagaan co-management di TNMB dan TNAP
Table 5. Matrix of management technics on co-management institution in MBNP and APNP

No Para pihak Uiﬁf;?;/?fj;m Peran/Fungsi Mekanisme Aturan
' (Stakeholdes) . (Roles/ Function) (Mechanism) (Rule)
interesi)

1 Masyarakat Memenuhi Pemelihara sekaligus e Melalui SK Ditjen
kebutuhan hidup ~ memanfaatkan SDA pendampingan oleh Perlindungan
dati pemanfaatan  dari zona pemanfaatan Lembaga Swadaya Hutan dan
sumber daya alam Masyarakat dan Balai ~ Konservasi
TN Taman Nasional Alam,

¢ Tkut dalam pembinaan ~Memorandum
habitat sebagai of Understan-
pelaksana di lapangan, ~ ding, aturan
pengembangan kelompok
tanaman obat dan masyarakat
buah melalui contoh:
penanaman dan penentuan jenis
pemanfaatan, tanaman yang
ekowisata sebagai ditanam di zona
pelaksana kegiatan rehabilitasi
(guide dan penyedia
cendera mata) serta
pemanfaat semen
banteng melalui
Inseminasi Buatan (IB)
2. BTMB dan Mengelola * Pemegang otoritas Rencana jangka pendek,  SK Dirjen
BTAP kawasan TN dan tanggung jawab ~ menengah dan panjang PHKA, SK
dalam dalam pengelolaan dalam penyedia dana, BTN, MOU
melestarikan kawasan SDM dan peraturan —
Banteng (pelestarian peraturan teknis
banteng)

* Penyedia dana
* Penyedia SDM
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Tabel 5. Lanjutan
Table 5. Continuned
No Para pihak UE?;;?;ZEZI;M Peran/Fungsi Mekanisme Aturan
' (Stakeholdes) . (Roles/ Function) (Mechanism) (Rule)
interest)
* Melaksanakan KISS
(koordinasi, integrasi,
sinergitas dan
sinkronisasi) dengan
stakehoders
3 PT. Perkebunan  Menjaga * Melaksanakan KISS Rencana jangka pendek ,  SK Direksi
kelangsungan dengan TN menengah dan panjang Perkebunan,
produksi usaha * Penyedia dana, dalam penyedia dana, MOU
perkebunan mengelola kawasan SDM, sarana prasarana
kebun dengan dan peraturan -
memberdayakan peraturan teknis
masyarakat sekitar
* Berkontribusi dalam
pembinaan habitat
* Pengembangan
ekowisata yang terkait
banteng
4. Perum Perhutani Meningkatkan * Melaksanakan KISS Rencana jangka pendek ,  SK Direksi
(TNAP) produktivitas hasil dengan TN menengah dan panjang Perum
hutan dalam ¢ Penyedia dana, dalam penyedia dana, Perhutani,
kawasan yang mengelola kawasan SDM dalam peraturan MOU
dikelolanya hutan produksi dengan teknis
memberdayakan
masyarakat
* Berkontribusi dalam
pembinaan habitat
* Pengembangan cko-
wisata yang terkait
banteng
5. LSM * Pendampingan ~ Mitra TN dalam Melaksanakan MOU
/advokasi pengelolaan kawasan dan ~ koordinasi dalam
masyarakat, banteng melalui menentukan rencana
* Pelestarian penyuluhan untuk kerja BTN dan rencana
SDA merubah sikap dan LSM, dalam pemilihan
persepsi terthadap jenis tanaman,
banteng, pendampingan penentuan luas lahan
dalam kegiatan bagi masyarakat,
ekowisata, memberikan informasi
pengembangan tanaman  kepada TN
obat dan buah
6 BBIB (Balai Pengembangan e Mitra dalam Pemanfaatan genetik SK Dirjen
Besar genetik sapi bali pengembangan banteng dikoordinasi PHKA
Inseminasi pemanfaatan genetik dengan BTN, Balai TN tentang
Buatan) banteng menyediakan indukan, Pemanfaatan
* penyedia dana dan teknologi dan pelaksana-  banteng
teknologi IB an pengambilan semen MOU

serta pelaksanaan dan
pemanfaatan semen
dilakukan oleh BBIB
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Tabel 5. Lanjutan
Table 5. Continued

No Para pihak Uiifjr(l;/;g;zm Peran/Fungsi Mekanisme Aturan
' (Stakeholdes) . (Roles/ Function) (Mechanism) (Rale)
interesi)

7 Instansi teknis Menyelenggaraka ~ Melaksanakan pelayanan ~ Melakukan koordinasi Kesepakatan
pemerintah n pemerintahan pada masyarakat di dengan BTN, LSM dan dengan
kabupten sesuai sektornya  masing-masing- lembaga desa dalam stakeholders
(Dinas masing-masing sektornya melalui pelaksanaan kegiatan terkait
Kehutanan penyuluhan, penyuluhan, konflik
Perkebunan, menyediakan informasi perijinan,penyediaan sesuai
Pertanian, dan membantu informasi dalam kebutuhan
peternakan, pelaksanaan kegiatan co-management dalam
pariwisata) (implementasi) program yang dilakukan oleh implementasi

kegiatan Co-management stakeholders terkait konflik  program
kegiatan

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2011

Kesepakatan co-management yang akan di-
bangun dalam pelaksanaannya harus dikawal dan
dievaluasi secara terus menerus. Hal ini dimaksud-
kan untuk memperbaiki jika ada kekurangan
karena co-management merupakan proses saling
belajar yang hasilnya dapat diterapkan untuk
perbaikan ke depan dalam pengelolaan sumber
daya alam (Borrini-Feyerabend ez a/., 2000). Co-
management tidak mudah diterapkan jika para
stakeholders tidak konsisten dengan komitmen dan
kesepakatan yang sudah dibangun, sehingga par-
tisipasi penuh stakeholders akan menentukan
keberhasilan co-management (Rodgers et al., 2002).
Lemahnya partisipasi dan komitmen dalam co-
management seperti terjadi di TN Kayan Men-
tarang, menyebabkan pengelolaan kolaboratif
yang dibangun selama sepuluh tahun belum
berjalan secara optimal (Rukman, 2009).

Peran dan fungsi serta kewenangan
stakeholders akan menghasilkan teknik manajemen
kolaboratif untuk masing-masing program ke-
giatan yang telah ditentukan. Setiap program
kegiatan harus dipayungi dengan Surat Keputusan
(SK) Dirjen PHKA dan secara teknis ditindak-
lanjuti dengan surat keputusan tentang kelem-
bagaan kolaboratif di TN oleh kepala TN dalam
bentuk surat keputusan bersama dan dijabarkan
dalam MoU antar stakeholders yang terlibat dengan
kegiatan tertentu. Atas dasar SK bersama antar
lembaga yang berkepentingan, dibuat MOU un-
tuk masing-masing kegiatan, hal ini dikarenakan
tidak semua stakeholders ikut dalam program
kegiatan yang sama.
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IV.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Keluarnya banteng dari kawasan TN serta
adanya enclave menyebabkan konflik banteng dan
masyarakat serta konflik masyarakat dan
pengelola TN. Untuk meminimalisir konflik
antara banteng dan masyarakat sekitar kawasan
TN diperlukan pengelolaan secara kolaboratif
dengan program kegiatan pengembangan
peningkatan kualitas habitat, pengembangan
penangkaran, pengembangan ekowisata dan
pengembangan tanaman obat dan buah.

Stakeholders kunci dan posisi dalam pemetaan
pengaruh dan kepentingan stakeholder yang terkait
langsung dengan konflik banteng yaitu Balai
Taman Nasional Meru Betiri (BTNMB), Balai
Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) sebagai
keyplayers, Perkebunan Bandealit (context setter),
Perum Perhutani (key player), masyarakat sekitar
kawasan (swbyek), dan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) KAIL di TNAP (context setter)
sedangkan di TNMB LSM posisinya ada di
keyplayer. Berdasarkan Analytical Hierarchy Process
(AHP) aktor yang paling berperan dalam
konservasi banteng yaitu pengelola BTN, karena
BTN mengelola TN yang merupakan ekosistem
khusus sebagai habitat banteng,

Stakeholders tidak terkait langsung dengan
konflik tetapi dapat berkontribusi dalam kegiatan
co-management untuk meningkatkan program
kegiatan konservasi banteng yaitu Dinas Pertanian



dan Kehutanan, Dinas Peternakan, Dinas
Pariwisata dan Balai Besar Inseminasi Buatan
(BBIB).

Prioritas program yang dapat dikolaborasi-
kan dalam pengelolaan banteng di TN secara
berurutan yaitu peningkatan kualitas habitat
dengan tingkat kolaborasi instruktif (dengan
strategi kegiatan pengamanan kawasan, pem-
binaan habitat, dan penyuluhan); pengembangan
penangkaran tingkat kolaborasi kooperatif
(dengan strategi kegiatan pemanfaatan sumber
daya banteng, teknologi dan pasar, pembuatan
demplot, kerjasama para pihak); pengembangan
ckowisata tingkat kolaborasi pendampingan/
advokatif (dengan strategi kegiatan pembangunan
sarana prasarana, peningkatan pendanaan,
koordinasi dan penyamaaan persepsi); pengem-
bangan tanaman obat dan buah tingkat kolaborasi
kooperatif (dengan strategi kegiatan pemanfaatan
SDA hayati, diversifikasi jenis tanaman, kerjasama
para pihak).

B. Saran

Untuk meningkatkan daya dukung habitat
padang penggembalaan sebagai salah satu teknik
pengelolaan populasi dan konflik banteng
disarankan penanaman jenis-jenis rumput
endemik setempat yang potensial dan disukai
banteng. Perlu dilakukan peningkatan produk-
tivitas lahan yang dikelola masyarakat melalui
pemupukan dan pemeliharaan tanaman,
pemilihan jenis komoditas bernilai ekonomi
seperti kemiri, kedawung, petai, durian, nangka,
kacang hijau dan kacang kedelai serta peningkatan
kualitas hasil produksi dan pengembangan
pemasaran, untuk mengurangi tingkat kerugian
masyarakat akibat konflik.

Perlu segera membangun dan meningkatkan
kelembagaan kolaboratif pembinaan habitat,
pengembangan tanaman obat dan buah melalui
SK Kepala BTN, MoU dan aturan kelompok
masyarakat. Pengembangan penangkaran banteng
melalui SK Dirjen PHKA, MoU dan kesepakatan
dengan stakeholders, pengembangan ekowisata
melalui SK KBTN, SK Direksi Perkebunan,
Perum Perhutani dan MoU.
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Lampiran 1. Matrik SWOT peningkatan kualitas habitat banteng
Appendixc 1. SWOT matrix of increasing of bulls habitat quality
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Faktor Internal
(Internal Factor)

Faktor Exsternal
(Externalfactor)

S1
S2

S3

s4
S5

Kekuatan (Strength) (S)
SDM cukup memadai
Status kawasan berkekuatan
hukum
Potensi SDA cukup tinggi di zona
pemanfaatan
Teknologi/pengalaman memadai
Kewenangan pemangku kawasan

Kelemahan (Weakness) (W)
W1 Perencanaan jangka panjang
belum tersedia
Koordinasi rendah
Dana terbatas
Perbedaan persepsi tentang
pelestarian banteng
Sapras belum memadai

W2
W3
W4

W5

Peluang (Opportunity) (O)

Strategi (SO)

Strategi (WO)

O1 Dukungan dari sektor lain dan | 1. Kegiatan pembinaan habitat di 1. Menyusun perencanaan terpadu
Pemda kawasan hutan taman nasional jangka panjang dengan
O2 Pasar cukup potensial dengan berkolaborasi dan mendapat dukungan dari sektor
O3 Dukungan budaya masyarakat memanfaatkan masyarakat lain dan masyarakat.
O4  Akses ke lokasi tersedia setempat melalui kelembagaannya. (W1, O1, O5)
O5 Kelembagaan masyarakat (81, 82, §4, S5, O3, O5) 2. Meningkatkan koordinasi
berfungsi 2. Penerapan Agro Forestry pada dengan pemda dan penyamaan
pembinaan habitat di zona persepsi dengan memanfaatkan
pemanfaatan dan mengembangkan budaya dan kelembagaan
kebun benih desa. masyarakat.
(81, 82, §4, S5, 02, O3, O5) (W2, W4, 03, O5)
3. Melaksanakan pengelolaan 3. Meningkatkan ketersediaan
kawasan sesuai zonasi melalui dana dan sapras dengan
akses yang sudah ada. dukungan sektor lain.
(82, §3, S5, S6, O4) (W3, W5, 01)
Ancaman (T breat) (T) Strategi (ST) Strategi (WT)
T1 Perambahan kawasan TN 1. Peningkatan perlindungan 1. Menyusun rencana jangka
T2 Perburuan satwa banteng terhadap kawasan hutan melalui panjang guna memusnahkan
T3 Sosck masyarakat sckitar TN zona pemanfaatan ancaman yang mungkin terjadi
rendah dan dinamika (1,52, 83, 85, T1, T2) (W1, T1,T2, T3, T5)
kependudukan 2. Melaksanakan kegiatan 2. Meningkatkan koordinasi
T4 Perubahan penataan ruang pembinaan dan perluasan habitat pengelolaandan kemungkinan
daerah penyangga di luar TN pakan serta pengendalian serangan perubahan penataan ruang
T5 Invasif spesies flora invasif spesies (S1, S3, S4, T5) daerah penyangga yang tidak
3. Melaksanakan penyuluhan dan sejalan (W2 ,T4)

kegiatan perhutanan sosial di zona
pemanfaatan (S1, S3, S4, S5, T3)
Note: Strategi terpilih

3. Peningkatan ketersediaan dana
dan sapras guna meminimalisir
ancaman yang mungkin terjadi

(W3, W5, T1, T2, T3, T5)
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Lampiran 2. Matrik SWOT pengembangan penangkaran
Appendixc 2. SWOT Matrix of captive breeding development

FAKTOR INTERNAL
(Internal factor)

FAKTOR EKSTERNAL
(External factor)

S1
S2
S3

S4
S5

Kekuatan (Strength) (S)
SDM cukup memadai
Status kawasan berkekuatan hukum
Potensi SDA cukup tinggi dalam
zona pemanfaatan
Teknologi/pengalaman memadai
Kewenangan pemangku kawasan

Kelemahan (Weakness) (W)
W1 Perencanaan jangka panjang
belum tersedia
Koordinasi rendah
Dana terbatas
Perbedaan persepsi tentang
pelestarian banteng
Sapras belum memadai

W2
W3
W4

W5

Peluang (Opportunity) (O)

Strategi (SO)

Strategi (WO)

O1 Dukungan dari sektor lain dan 1. Melakukan kerja sama sesuai dengan | 1. Penyusunan rencana jangka
pemda kewenangan yang ada pada panjang terpadu dengan sektor
O2  Pasar cukup potensial pemangku kawasan untuk lain dalam pemanfaatan banteng
O3 Dukungan budaya masyarakat mendapatkan dukungan sektor lain sebagai sumber genetik
O4  Akses ke lokasi tersedia dan pemda (W1, O1)
O5 Kelembagaan masyarakat (81, S5, O1) 2. Meningkatkan ketersediaan
berfungsi 2. Memanfaatkan potensi SDA zona dana, sapras dan teknologi guna
pemanfaatan, teknologi yang ada memanfaatkan peluang pasar
serta potensi pasar yang potensial
(83, 54, 85,02, 04,) (W3, W5, 02, 05)

3. Mengembangkan demplot 3. Meningkatkan koordinasi dan
penangkaran yang melibatkan penyamaan persepsi dengan
lembaga masyarakat dukungan budaya dan
(81, 83, O5) kelembagaan masyarakat yang
Note : Strategi terpilih ada.

(W2, W4, O3, O5)
Ancaman (Threat) (T) Strategi (ST) Strategi (WT)

T1 Perambahan kawasan TN 1. Memanfaatkan SDM dan 1. Meningkatkan koordinasi dan
T2 Perburuan satwa banteng kewenangan yang ada untuk membuat aturan yang
T3 Sosek masyarakat sckitar TN meminimalkan ancaman yang mendukung program

rendah dan dinamika mungkin terjadi penangkaran

kependudukan (81,85, T1,T2,T5) (W2, W4, T2,T5)
T4 Perubahan penataan ruang 2. Meningkatkan kegiatan perhutanan | 2. Peningkatan ketersediaan dana

daerah penyangga di luar TN sosial yang mendukung sektor dan sapras dan teknologi
T5 Invasif s pe;ies flora peternakan untuk meningkatkan penangkaran dan aspek

kesejahteraan masyarakat

(S1, S5, 6, T3)

pemanfaatannya

(W3, W5, T1, T2, T5)
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Lampiran 3. Matrik SWOT pengembangan ekowisata
Appendixc 3. SWOT Matrix of Ecotourism development

2E, ] AA=TQeA] K. B 1 &

] | D781 <R, )

Kekuatan (Strength )(S) Kelemahan (Weakness) (W)
FAKTOR INTERNAL | 51 spMm cukup memadai W1 Perencanaan jangka panjang
(Internal factor) | S2  Status kawasan berkekuatan belum tersedia
hukum W2 Koordinasi rendah
S3  Potensi SDA cukup tinggi di W3 Dana terbatas
zona pemanfaatan W4 Perbedaan persepsi tentang
S4 Teknologi/pengalaman memadai pelestarian banteng
S5 Kewenangan pemangku kawasan | W5 Sapras belum memadai
FAKTOR EKSTERNAL
(External factor)
Peluang (Opportunity)(O) Strategi (SO) Strategi (WO)
O1 Dukungan dari sektor lain dan | 1. Membangun kerja sama dengan 1. Meningkatkan koordinasi dan
Pemda masyarakat dalam pemanfaatan penyamaan persepsi antar
O2  Pasar cukup potensial kawasan yang didukung pasar, stakeholder dan dukungan sektor
O3 Dukungan budaya masyarakat budaya dan kelembagaan lain serta budaya dan
O4  Akses ke lokasi tersedia masyarakat yang ada kelembagaan masyarakat untuk
O5 Kelembagaan masyarakat (84, S5, S6, O2, O3, O5) pengembangan ekowisata
berfungsi 2. Menggunakan SDM dan (W2, W4, 01, O3, O5)
teknologi yang ada guna 2. Meningkatkan ketersediaan dana
pengembangan eckowisata yang dan sapras dengan memanfaatkan
melibatkan dukungan dari sektor dukungan sektor lain dan potensi
lain pasar
(81, 84, O1) (W3, W5, 01, 02, 04,
Note : Strategi terpilih
Ancaman (Threat) (T) Strategi (ST) Strategi (WT)
T1 Perambahan kawasan TN 1. Penggunaan banteng sebagai 1. Peningkatan koordinasi dan
T2 Perburuan satwa banteng obyek wisata di daerah penyangga penyamaan persepsi untuk
T3 Sosck masyarakat sekitar TN sesuai kewenangan yang ada pada promosi pasar
rendah dan dinamika pemangku kawasan untuk (W2, W4, T1, T2,T3)
kependudukan mengurangi perburuan banteng, 2. Meningkatkan keterlibatan
T4 Perubahan penataan ruang (85, T2) masyarakat dalam pengelolaan
daerah penyangga di luar TN 2. Penggunaan SDM dan teknologi wisata dan sapras untuk
T5 Invasif spesies flora untuk pencegahan gangguan yang meminimalkan ancaman populasi

terjadi
(S1, S4, T3, T5)

banteng yang mungkin terjadi
(W3, W5, T1, T2, T5)
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Lampiran 4. Matrik SWOT pengembangan tanaman obat dan buah

Appendisc 4. SWOT Matrix of development of medicines and fruits trees

Kekuatan (Strength)(S) Kelemahan (Weakness) (W)
FAKTOR INTERNAL | 51 spMm cukup memadai W1 Perencanaan jangka panjang
(Internal factor) | S2  Status kawasan berkekuatan belum tersedia
hukum W2 Koordinasi rendah
S3  Potensi SDA cukup tinggi di W3 Dana terbatas
zona pemanfaatan W4 Perbedaan persepsi tentang
S4 Teknologi/pengalaman memadai pelestarian banteng
S5 Kewenangan pemangku kawasan | W5 Sapras belum memadai
FAKTOR EKSTERNAL
(External factor)
Peluang (Opportunity)(O) Strategi (SO) Strategi (WO)
O1 Dukungan dari sektor lain dan | 1. Pengembangan pemanfaatan 1. Meningkatkan koordinasi dengan
Pemda potensi SDA yang ada dan Pemda memanfaatkan dukungan
O2  Pasar cukup potensial didukung oleh pasar, budaya, sektor lain, budaya dan
O3 Dukungan budaya masyarakat kelembagaan masyarakat serta kelembagaan masyarakat
O4  Akses ke lokasi tersedia dukungan sektor lain di zona (W2, W4, O1, O3, O5)
O5 Kelembagaan masyarakat pemanfaatan 2. Meningkatkan ketersediaan dana
berfungsi (81, 83, 01, 02, O4) dan sapras untuk meminimalkan
2. Kerja sama dengan sektor lain ancaman yang terjadi
untuk pengembangan tanaman (W2, W4, O3, O5)
obat dan buah melalui teknologi
dan SDM yang ada
(81, 85,01, O3, O5)
3. Diversivikasi tanaman
agroforestri dengan tanaman obat
dan buah potensial
(83, 86, 02, O3)
Note : Strategi terpilih
Ancaman (Threat) (T) Strategi (ST) Strategi (WT)
T1 Perambahan kawasan TN 1. Melaksanakan teknik 1. Meningkatkan koordinasi dan
T2 Perburuan satwa banteng pengamanan kawasan bersama membangun penyediaan sapras
T3 Sosek masyarakat sekitar TN masyarakat melalui untuk meminimalkan ancaman
rendah dan dinamika pengembangan tanaman obat yang terjadi.
kependudukan (81, S4, S5, T1, T2, T5) (W2, W3, W5, T1, T5)
T4 Perubahan penataan ruang 2. Membuat demplot perhutanan 2. Difersifikasi tanaman agroforestri
daerah penyangga di luar TN sosial, tanaman obat yang dengan tanaman obat potensial.
T5 Invasif spesies flora didukung teknologi untuk

meningkatkan kesejahteraan
masyarakat

(S1, S4, S5, S6, T3)
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